PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 90 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN KOCRDI NASI PENANAMVAN MODAL

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

a.

Mengi
1.

bahwa dal am rangka neningkatkan efektifitas dan efisiensi
pel aksanaan tugas Badan Koordinasi Penananman Mdal untuk
menci ptakan iklim investasi yang kondusif perlu dilakukan
reorgani sasi dan revitalisasi organisasi Badan Koordinasi
Penanaman Modal .

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang
perlu mengatur Kkenbali Badan Koordinasi Penanaman Mbdal
dengan Peraturan Presiden;

ngat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik [Indonesia Nonmor 4437)
sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang-Undang Nonor 8 Tahun
2005 tentang Penet apan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang Nonor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nonmor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daerah
menj adi  Undang- Undang (Lenbaran Negara Republik 1ndonesia
Tahun 2005 Nonor 108, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4548);

Undang- Undang Nonmor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nonor 67,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4724);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG BADAN KOORDI NASI PENANANMAN MODAL.

(1)

(2)

BAB |
KEDUDUDKAN, TUGAS, DAN FUNGS

Pasal 1

Badan Koordi nasi Penananman Modal yang selanjutnya dalam
Peraturan Presiden ini di sebut BPKM adal ah  Lenbaga
Penerintah Non Departenen yang berada di bawah dan
bertanggung j awab | angsung kepada Presi den.

BKPM di pi npi n ol eh seorang Kepal a.



Pasal 2
BPKM nenpunyai tugas nel aksanakan koordinasi kebijakan dan
pel ayanan di bi dang penanaman nodal berdasarkan ket ent uan
per at uran per undang- undangan.

Pasal 3

Dal am el aksanakan tugas sebagai nana di maksud dal am Pasal 2, BPKM
nmeyel enggar akan fungsi

a. pengkajian dan pengusul an perencanaan penananman nodal
nasi onal ;

b. koor di nasi pel aksanaan kebi jakan nasi onal di bi dang penananan
nodal

C. pengkajian dan pengusul an Kkebijakan pel ayanan penananman
nodal

d. penet apan norna, standar, dan prosedur pelaksanaan kegi atan
dan pel ayanan penananman nodal ;

e. pengenbangan peluang dan potensi penanaman nodal di daerah
dengan nenber dayakan badan usaha;

f. penbuat an peta penanaman nodal di | ndonesi a;

g. koordi nasi pel aksanaan pronosi serta kerjasanma penananan
nodal

h. pengenbangan sektor usaha penanaman nodal nel al ui penbi naan
penanaman  nodal , antara lain neningkatkan kemtraan,

nmeni ngkat kan daya saing, nenciptakan persaingan usaha yang
sehat, dan nenyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam
I i ngkup penyel enggar aan penananman nodal ;

i penbi naan pel aksanaan penanaman nodal, dan penberian bant uan
penyel esai an berbagai hanbatan dan konsultasi pernasal ahan
yang di hadapi penanam nodal dalam nenjalankan kegiatan
penanaman nodal ;

J . koor di nasi dan pel aksanaan pel ayanan terpadu satu pintu;

K. koordi nasi penananman nodal dalam negeri yang nenjal ankan

kegi at an penanaman nodal nya di |uar w | ayah | ndonesi a.

penberi an pel ayanan perizi nan dan fasilitas penanaman nodal ;

m penbi naan dan pel ayanan adm ni strasi umum di bi dang
per encanaan umum ket at ausahaan, organi sasi dan tatal aksana,
kepegawi an pendi di kan dan pel ati han, keuangan, hukum

kear si pan, pengol ahan data dan infornmasi, perlengkapan dan
rumah tangga; dan

n. pel aksanaan fungsi lain dibidang penanaman nodal sesua
dengan ket entuan peraturan perundang-undangan.

BAB | |
ORGANI SAS

Bagi an Kesatu
Sususnan O gani sasi

Pasal 4

BPKM terdiri dari
a. Kepal a



Waki | Kepal a

Sekretariat U ama

Deputi Bi dang Perencanaan Penananman Modal .

Deputi Bi dang Pengenbangan |kl i m Penanaman Modal .
Deputi Bi dang Pronosi Penanaman Modal

Deputi Bi dang Kerjasama Penanaman Modal ;

Deputi Bi dang Pel ayanan Penanaman Modal ;

Deputi Bi dang Pengendal i an Pel aksanaan Penananan Mbdal ;
| nspekt or at .

TTFereano

Bagi an Kedua
Kepal a

Pasal 5

Kepal a nenpunyai tugas nem npi n BKPM dal am nel aksanakan tugas dan
fungsi BKPM

Bagi an Ketiga
Waki | Kepal a

Pasal 6

Waki | Kepala nmenpunyai tugas nenbantu pel aksanaan tugas Kepal a
BKPM

Bagi an Keenpat
Sekretariat Ut ana

Pasal 7

(1) Sekretariat U ama adal ah unsur penbantu pinpi nan yang berada
di bawah dan bertanggung j awab kepada Kepal a BKPM
(2) Sekretariat U ama dipinmpin ol eh Sekretariat U ana.

Pasal 8

Sekretariat Utama nenpunyai tugas nengkoordi nasi kan penbi naan dan
pel ayanan  adm ni strasi umum  di bi dang perencanaan unum
ket at ausahaan, organi sasi dan tatal aksana, kepegawai an, pendi di kan
dan pel ati han, keuangan, hukum Kkearsipan, pengolahan data dan
i nformasi, perl engkapan dan rumah tangga di |ingkungan BKPM

Pasal 9

Dal am nel aksanakan tugas sebagi mana di naksud dalam Pasal 8,
Sekretariat Ut anma nmenyel enggar akan fungsi

a. pengkoor di nasi kan, sinkronisasi, dan integerasi di |ingkungan
BKPM

b. pengkoor di nasi an perencanaan dan perumnusan Kkebijakan teknis
BKPM

C. Penbi naan dan pel ayanan adm ni strasi umum di bi dang

per encanaan umum ket at ausahaan, organi sasi dan tatal aksana,
kepegawai an, pendi di kan dan pel ati han, keuangan, hukum



kear si pan, pengolahan data dan informasi perlengkapan dan
rumah tangga BKPM

d. pengkoor di nasi an penyususnan peraturan perundang-undangan,
pel ayanan dan bantuan hukum yang berkai tan dengan tugas BKPM
e. pengkoor di nasi an dal am penyusunan | aporan BKPM

Bagi an Kel i ma
Deputi Bi dang Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 10

(1) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Mdal adalah unsur
pel aksana sebagian tugas dan fungsi BKPM  di bi dang
perencanaan penanaman nodal yang berada di bawah dan
bertanggung j awab kepada Kepal a BKPM

(2) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Mdal dipinpin oleh
Deputi .

Pasal 11
Deput i Bi dang Perencanaan Penanaman Modal menpunyai t ugas
merunuskan dan nel aksanakan kebijakan di bidang perencanaan
penanaman nodal .

Pasal 12

Dal am nel aksanakan tugas sebagi mana dinmaksud dalam Pasal 11
Deputi Bi dang Perencanaan Penanaman Mddal nenyel enggarakan fungsi

a. pengkajian dan pengusul an perencanaan penananan nodal
nasi onal ;

b. koordi nasi perumusan dan pel aksanaan kebijakan di bidang
per encanaan penananan nodal ;

C. pengkaj i an dan pengusul an kebijakan di bidang perencanaan
penanaman nodal ;

d. penet apan norna, standar, dan prosedur pelaksanaan kegi atan

di bi dang perencanaan penanaman nodal ;

penbuat an peta penanaman nodal di | ndonesi a;

pel aksaaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan ol eh
Kepal a BKPM

0

Bagi an Keenam
Deputi Bi dang Pengenbangan |kl i m
Penanaman Modda

Pasal 13

(1) Deputi Bidang Pengenbangan I|klim Penanaman Mdal adal ah unsur
pel aksana sebagian tugas dan fungsi BKPM  di bi dang
pengenbangan i klim penanaman nodal yang berada di bawah dan
bertanggung j awab kepada Kepal a BKPM

(2) Deputi Bidang Pengenbangan |klim Penanaman Mbdal di pi nmpin
ol eh Deputi .



Pasal 14
Deputi Bi dang Pengenbangan [|klim Penananan Mdal nenpunyai tugas
mer unuskan dan nel aksanakan kebijakan di bi dang pengenbangan ikl i m
penanaman nodal .

Pasal 15

Dal am mel aksanakan tugas sebagi mana dinmaksud dalam Pasal 14,
Deputi Bi dang Pengenbangan |klim Penananan Mdal nenyel enggar akan

fungsi

a. koordi nasi perumusan dan pel aksanaan kebijakan di bidang
pengenbangan i kl i m penananman nodal ;

b. pengkaj i an dan pengusul an kebijakan di bidang pengenbangan
i kI'i m penanaman nodal

C. penet apan norna, standar, dan prosedur pelaksanaan kegi atan
di bi dang pengenbangan ikli m penananan nodal ;

d. pengenbangan potensi dan peluang penanaman nodal di daerah

dengan nenber dayakan badan usaha nel al ui penbi naan penananman
nodal antara |ain neningkatkan kem traan, nmeningkatkan daya
sai ng, nmenci pt akan persaingan usaha yang sehat serta

menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam |ingkup
penyel enggar aan penananman nodal
e. pel aksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

ol eh Kepal a BKPM

Bagi an Ket uj uh
Deputi Bi dang Pronosi Penanaman Modal

Pasal 16

(1) Deputi Bidang Pronosi Penanaman Mdal adal ah unsur pel aksana
sebagi an tugas dan fungsi BKPM dibidang pronosi penananan
nodal yang berada di bawah dan bertanggung |jawab kepada
Kepal a BKPM

(2) Deputi Bidang Pronpbsi Penanaman Mdal di pinpin ol eh Deputi

Pasal 17

Deputi Bidang Pronosi Penanaman Mdal nenpunyai tugas merunuskan
dan nel aksanakan kebijakan di bidang pronbsi penananan nodal .

Pasal 18

Dal am nel aksanakan tugas sebagi amana di naksud dalam Pasal 17,
Deputi Bi dang Pronosi Penanaman Modal nenyel enggar akan fungs

a. koordi nasi perumusan dan pel aksanaan kebijakan di bidang
pronosi penanaman nodal

b. pengkajian dan pengusul an kebijakan di bidang pronosi
penanaman nodal ;

C. penet apan nornma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegi atan
di bidang pronpsi penananan nodal

d. koordi nasi perencanaan dan pel aksanaan pronosi penananan

nmodal ;



